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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan
hidayah-Nya.dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas
kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat
Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini
disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif
gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat
Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-
Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah
komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan
program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis
perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami
lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap
perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi
panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan
program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga
upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat
tanpa diskriminasi.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat
dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada

kita semua.

Surabaya, 25 Oktober 2024
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang
inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi,
dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan
program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk
memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan,
tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama
dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk
menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-
anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen
perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan
kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya
kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam
lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender
bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang
memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan
demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan,
tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan

berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12
Tahun

2. 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13
Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1499);

4. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah



Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender

8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).

9. Permen PPPA No0.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan PPPA.

10. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan
Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.

11. Keputusan Walikota Surabaya nomor : 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim
Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya

12. Keputusan Walikota Surabaya nomor : 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang
Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya
Tahun 2024 Surabaya

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG
Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah

Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut :



Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat
Daerah Responsif Gender uang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah
Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi
percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen
PUG (Pelembagaan,Penyelenggaraan dan Inovasi)

Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik
(good practise) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial
GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota
Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi
Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta
wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024

Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya
Tahun 2024



BAB I
PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Inspektorat Kota Surabaya merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Tugas, fungsi dan
struktur organisasi Inspektorat Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun
2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Inspektorat Kota Surabaya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota diatas, tugas pokok Inspektorat Kota
Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,
Inspektorat Kota Surabaya mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota
dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

®

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

—

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

S @

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya

2.2 Visi, Misi dan Motto
a. Visi
Visi Pemerintah Kota Surabaya 2021 — 2026 ialah “Gotong Royong Menuju
Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan” Memperhatikan visi
tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta
capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu
berperan dalam perubahan yang terjadidi lingkup regional, nasional maupun

global.



Misi
Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Surabaya yang telah

ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Surabaya tahun 2021-2026

yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian
ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya
sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta
internasional

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat
jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan
melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan
serta kebutuhan dasar lainnya

3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan
infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta
berkelanjutan

4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas
berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum
yang berkeadilan
Dari uraian diatas, Inspektorat Kota Surabaya diamanahkan untuk

mendukung ketercapaian Misi 4 yakni “Memantapkan transformasi birokrasi

yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik” sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota

Surabaya yang relevan untuk mendukung ketercapaian Misi 4 tersebut.

Untuk mewujudkan visi RPIJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026 melalui
misi yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang
akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan

daerah secara keseluruhan.

Motto
Inspektorat Kota Surabaya memiliki motto dalam menjalankan tugas dan
fungsinya yaitu Konco Ngopi yang merupakan singkatan dari KOlaborasi

meNCari sOlusi bersama PeNGawas PrOfesional, indePenden dan berintegritas.



Motto KONCO NGOPI dari Inspektorat Kota Surabaya memiliki penjabaran yang
menarik dan penuh makna sebagai berikut :
1. KO :Kolaborasi
Kolaborasi menekankan pentingnya bekerja sama antara berbagai
pihak, baik internal maupun eksternal, dalam mencapai tujuan yang
diinginkan. Kolaborasi menjadi dasar bagi efektivitas kerja pengawasan.
2. NC : mencari solusi bersama
Dalam proses pengawasan, Inspektorat Kota Surabaya tidak hanya
berfokus pada temuan atau pelanggaran, tetapi juga mencari solusi secara
bersama-sama dengan pihak yang diawasi untuk memperbaiki dan
mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.
3. O : Pengawas profesional
Profesionalisme menjadi kunci bagi setiap pengawas. Dengan
menjalankan tugas secara kompeten, terampil, dan etis, Inspektorat
menjaga integritas dan kualitas pengawasan.
4. Pl :Independen dan berintegritas
Pengawas harus bekerja secara independen, tanpa intervensi dari
pihak mana pun, dan selalu menjunjung tinggi integritas. Hal ini memastikan

pengawasan dilakukan dengan adil, jujur, dan objektif.

Motto ini mengajak setiap anggota Inspektorat untuk menjadi "teman" dalam
artian bekerja sama dengan prinsip transparansi dan profesionalisme, serta terus

mengupayakan solusi demi kemajuan bersama.

2.3 Demografi

Inspektorat Kota Surabaya merupakan unit pengawas di lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
pemerintahan di seluruh wilayah Surabaya. Mereka memastikan kebijakan dan
program berjalan sesuai peraturan, serta menjaga integritas dan akuntabilitas aparatur.
Gedung Inspektorat Kota Surabaya beralamat di JI. Sedap Malam No. 5-7 Kantor
Inspektorat Kota Surabaya, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota
Surabaya, Jawa Timur. Kantor ini berada di kawasan pusat kota dan berfungsi sebagai
pusat koordinasi pengawasan berbagai instansi pemerintahan di wilayah Surabaya.

Susunan organisasi Inspektorat Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun



2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Inspektorat Kota Surabaya, terdiri dari :

Inspektorat;

Sekretariat, membawabhi :

Sub Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;

a
b

b

a. Inspektur Pembantu Khusus;
b. Inspektur Pembantu I;

c. Inspektur Pembantu ll;

d. Inspektur Pembantu lll;

e

Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Kota Surabaya merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi, Inspektorat Kota Surabaya didukung dengan Sumber Daya Manusia
(SDM) sebanyak 58 (Lima Puluh Delapan) pegawai dengan uraian sebagaimana
berikut:

a. Menurut Status Kepegawaian

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 42 Orang

2) Non PNS : 16 Orang

Total : 58 Orang
b. Menurut Golongan dan Kepangkatan

1) Golongan IV 117 Orang
2) Golongan Il : 23 Orang
3) Golongan I : 2 Orang
c. Menurut Tingkat Pendidikan
1) Pasca Sarjana (S2) : 8 Orang
2) Sarjana (S1) : 34 Orang
3) Diploma-1V (D-IV) : 1 Orang
4) Diploma Il (D-111) : 0 Orang
5) SMA : 15 Orang

2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
2.4.1 Kebijakan
Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Inspektorat Kota Surabaya
tertuang pada :
a. Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan

Gender.



b. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan
Gender.

c. Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45/146/436.1.2/2022 tentang
Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya,;

d. Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/263/436.6/2023 tentang Tim Focal
Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Kota Surabaya Tahun
2023 di Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya.

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut : Kebijakan PUG

2.4.2 Sosialisasi PUG
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)

di lingkungan Inspektorat Kota Surabaya dibutuhkan internalisasi berupa

sosialisasi PUG kepada segenap pegawai di lingkungan Inspektorat Kota

Surabaya.

Pada tahun 2024, kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada :

1. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 berupa kegiatan Persiapan Reviu
Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun
2023 dan Tahun 2024 dengan menghadirkan Dr. Tri Soesantari, Dra.,
MSi. dari Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Airlangga
sebagai Narasumber

2. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Inspektorat Kota Surabaya
mengikuti  kegiatan Internalisasi PUG  (Capacity  Building
Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif
Gender ) Perangkat Daerah Tahun 2024

3. Pada hari Senin — Jumat tanggal 24 - 28 Juni 2024 Inspektorat Kota
Surabaya mengikuti Diklat Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan
Penganggaran Responsif Gender (PUG-PPRG) Pemerintah Kota
Surabaya Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya bekerjasama
dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa
Timur bertempat di Convention Hall Lantai 4 Gedung SIOLA JI. Tunjungan
No. 1 Surabaya

Link data dukung : Sosialisasi PUG



https://drive.google.com/drive/folders/1nBBsM2FFB_wQOFrgx37X6Z6IbSTpU8iG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_7O-0egZrr4CuItd_XWG_L1w68MS_UhW?usp=sharing

2.4.3 SDM Terlatih PUG
a. SDM terlatih PUG di Inspektorat Kota Surabaya sebagai berikut :
1. SDM Perencanan dan penganggaran terlatih PUG

No Nama Jabatan Keterangan
1. | Anis Nur Samsiati SE, M.A.P | Sub Koordinator Umum | Sertifikat
dan Kepegawaian Pelatihan
2. | Rima Hanny Andanty S.E. Analis Perencanaan | Sertifikat
Anggaran Pelatihan
3. | Hendy Kurniawan Pengelola Kepegawaian | Sertifikat
Pelatihan

Jumlah SDM Perencanan Dan Jumlah SDM %
Penganggaran Terlatih PUG Inspektorat

3 58 517 %

2. SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan yang Terlatih PUG

Jumlah SDM Teknis, SDM Jumlah SDM %

Pemantau, Evaluasi dan Inspektorat

Pelaporan Terlatih PUG P
27 58 46,55 %

3. SDM Aparat Penegak Hukum
Jumlah Aparat Penegak Hukum Jumlah SDM %
Terlatih PUG Inspektorat

0 58 0 %

Adapun data dukung SDM Terlatih pada link berikut : SDM Terlatih PUG

b. Focal Point PUG
Sesuai Keputusan Walikota Surabaya nomor 100.3.3.3/57/436.1.2/2024
tanggal 5 Maret 2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota
Surabaya, maka Focal Point Inspektorat Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

No Nama Jabatan
1. Anis Nur Samsiati SE, M.A.P Sub Koordinator Umum dan
Kepegawaian

c. Pokja PUG Inspektorat Kota Surabaya
Sesuai Keputusan Inspektur Nomor 700/263/436.6/2023 tentang Tim Focal


https://drive.google.com/drive/folders/18WK0RVu7Y2RuPge8A1Olu4JTBv6vtATn?usp=sharing

Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Kota Surabaya Tahun 2023

di Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya, pokja PUG Inspektorat terdiri atas :

No Nama Jabatan Keterangan
Dalam Tim
1. | Rachmad Basari, SE, MM, Pembina Inspektur
CGCAE
Arin Diana Erniawati, SE Ketua Sekretaris
3. | Anis Nur Samsiati, SE, MAP Sekretaris | Sub Koordinator Umum
dan Kepegawaian
4. | Tatang Imawan, SE Anggota Inspektur Pembantu
Khusus
5. | Moch. Asrul Sani, S.Sos, MM Anggota Inspektur Pembantu |
6. | Andy Prihandoko, ST, MT, M.Sc Anggota Inspektur Pembantu I
7. | Sjahfriel Iman, SE Anggota Inspektur Pembantu 111
8. | Bheki Jarot Triatmodjo, SE, Ak Anggota Kepala Sub Bagian
Keuangan

2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya

1.

Jumlah SDM Inspektorat Kota Surabaya

No. JENIS ASN/NON JUMLAH JENIS KELAMIN | JUMLAH
KETENAGAAN ASN L P TOTAL
1 | Inspektur ESELON Il 1 0 1
2 | Sekretaris ESELON III 0 1 1
3 | Inspektur Pembantu ESELON III 4 0 4
4 | Kasubagkeu ESELON IV 1 0 1
6 | Ketua Tim Kerja 0 1 1
e e 1 s |
o | T on 1 o |
9 Jabatan Fungsional 3 3 6
Umum
10 | Tenaga Kontrak 14 2 16
TOTAL 36 22 58

Adapun rincian data terpilah terdapat pada link berikut : DATA TERPILAH

10



https://drive.google.com/drive/folders/1EDOwCVsOtyuSUZ8ARpZLiYZfl0W39W2G?usp=sharing

BAB Il

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT

DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan

dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut :

1. Perencanaan

7 ™~

M

2

Pengan égaran

6. Pengawasan 3. Pelaksanaan

\ /

5.Evaluasi 4. Pemantauan

3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan
instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan
manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk
mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang
terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan
anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG
bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi
untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses
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yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan

dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) :

1.

Perencanaan yang Responsif Gender
Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan
keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan
dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu ataua permasalahan gender di
masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan
yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman,
aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses
penyusunannya.
a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG
SK' Inspektur Nomor 700/263/436.6/2023 tentang Tim Focal Point
Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Kota Surabaya Tahun 2023 di
Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya.
Link SK : SK TIM FOCAL POINT

b. Renstra dan Renja Inspektorat Kota Surabaya yang Responsif Gender

Dengan integrasi pengarusutamaan gender dalam Renstra dan Renja,
Inspektorat Kota Surabaya tidak hanya berperan dalam memastikan
akuntabilitas dan transparansi pemerintah, tetapi juga dalam mendukung
kesetaraan gender di semua lini kebijakan dan program yang diawasi.

Isu gender dalam isu strategis Inspektorat Kota Surabaya antara lain : (1)
Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa
Perangkat Daerah, (2) Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur
pada beberapa Perangkat Daerah, (3) Belum optimalnya upaya pengawasan
dan penegakan peraturan di masyarakat.

Link Renstra dan Renja Inspektorat Kota Surabaya : PERENCANAAN
INSPEKTORAT

c. Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP,GBS,TOR)
Dokumen perencanaan penganggaran responsif gender, seperti Gender
Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan Terms of
Reference (TOR), adalah instrumen penting dalam penerapan
Penganggaran Responsif Gender (ARG) di Inspektorat Kota Surabaya. GAP
akan membantu dalam menganalisis isu-isu gender yang relevan dalam

program pengawasan dan audit. GBS memastikan bahwa anggaran yang
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dialokasikan mendukung pelaksanaan program yang adil bagi laki-laki dan
perempuan kelompok rentan. TOR memberikan pedoman dalam
pelaksanaan program-program yang mendukung kesetaraan gender di
lingkungan Inspektorat dan memastikan hasil yang diinginkan tercapai.
Melalui penerapan dokumen-dokumen tersebut, Inspektorat dapat lebih
efektif dalam menjalankan penganggaran yang responsif gender,
memastikan bahwa setiap program yang diawasi atau diaudit berdampak
positif dan seimbang bagi seluruh kelompok.

Link Dokumen GAP, GBS dan TOR Inspektorat kota Surabaya : PPRG
INSPEKTORAT

Hasil Analisis Gender

Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen Gender

Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) serta
Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR). Terdapat 12 sub
kegiatan tahun 2024 di Inspektorat Kota Surabaya yang telah disusun GAP,
GBS dan TORnya.

Link Dokumen Hasil Analisis Gender Inspektorat Kota Surabaya : PPRG
INSPEKTORAT

Alat analisis gender
Alat dan teknik analisis gender yang digunakan adalah model Gender
Analysis Pathway (GAP). Komponen utama Gender Analysis Pathwa (GAP)
menggunakan 9 langkah, yaitu :
¢ Langkah pertama : Memilih kebijakan/ program/ kegiatan
e Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpilah menurut
jenis kelamin atau kelompok rentan baik kuantitatif maupun kualitatif
¢ Langkah ke-3 : Mengenal Isu kesenjangan gender
o Langkah ke-4 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (internal)
o Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (eksternal)
e Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program kegiatan
e Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi
o Langkah ke-8 : Tetapkan baseline (data dasar)

o Langkah ke-9 : Indikator gender
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2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil
kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan
mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran.
Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk
perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan
bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan
a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan,

aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang

adil kepada perempuan dan laki-laki.
b. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Penganggaran PUG

Kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi Misi

Kota Surabaya 2021-2026 yang selaras dengan :

¢ RPJMD Kota Surabaya 2021-2026

o Renstra Inspektorat Kota Surabaya tahun 2021-2026

¢ Renja Inspektorat Kota Surabaya

e Surat Keputusan Inspektur Kota Surabaya Nomor 700/263/436.6/2023

tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat
Kota Surabaya Tahun 2023 di Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya.

o GAP, TOR, dan GBS Inspektorat Kota Surabaya

Data dukung sebagaimana link berikut :

SK TIM FOCAL POINT

PERENCANAAN INSPEKTORAT

PPRG INSPEKTORAT

c. Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Perangkat Daerah
Inspektorat, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 34
Anggaran Responsif Gender

No Nama Sub Kegiatan Anggaran

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi
1 _ Rp 218.747.000,-
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian
2 o _ Rp 240.449.500,-
Reformasi Birokrasi
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Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan

3 _ Rp 219.049.500,-
Integritas

4 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Rp 264.643.000,-
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi

5 Rp 250.365.200,-
Pengawasan

6 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 273.187.400,-

7 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 232.892.600,-

8 Reviu Laporan Kinerja Rp 245.898.400,-

9 Reviu Laporan Keuangan Rp 245.883.100,-
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

10 _ ) ) _ Rp 262.865.781,-
BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

11 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Rp 291.285.100,-

12 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 291.571.500,-
TOTAL ANGGARAN

3.2 Pelaksanaan

a.

Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan (Politik, Ekonomi,

Sosial termasuk Hukum dan lainya)

No Bidang Kegiatan

1. | Politik - Memastikan bahwa kebijakan politik dan anggaran di Kota
Surabaya dibuat dengan mempertimbangkan perspektif
gender. Ini termasuk meninjau anggaran agar alokasinya
dapat memberdayakan perempuan dalam berbagai sektor,
termasuk politik.

- Melibatkan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan
anggaran yang berfokus pada pemberdayaan politik
perempuan.

2. | Ekonomi - Pelatihan dan penguatan UMKM dalam program inkubasi
UMKM
3. | Sosial - Bakti Sosial
- Penyaluran infag ke Baznas
4. Hukum - Sosialisasi Pentingnya PUG dan KRPPA
- Sosialisasi peran APH, PKBM dan Satgas
5. Lainnya - Audit Kinerja Penanganan Stunting
- Audit Kinerja Penurunan Kemiskinan
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b. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan merupakan
lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan melalui berbagai program
dan layanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan,
memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta
mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Adapun Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang
terdapat di Inspektorat Kota Surabaya antara lain Dharma Wanita Persatuan
Inspektorat Kota Surabaya. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Kota
Surabaya memiliki peran penting sebagai lembaga pemberdayaan perempuan di
lingkungan Inspektorat. Berikut adalah fungsi DWP dalam konteks
pemberdayaan perempuan:

1. Pemberdayaan Perempuan melalui Pengembangan Kapasitas
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Kota Surabaya
mengembangkan kapasitas perempuan di lingkungan Inspektorat, baik
pegawai maupun istri pegawai, melalui berbagai kegiatan pelatihan,
seminar, dan pengembangan keterampilan. Menyelenggarakan pelatihan
yang berfokus pada pengembangan keterampilan seperti kewirausahaan,
kerajinan tangan, manajemen keuangan keluarga, dan pelatihan lain yang
mendukung kemandirian Perempuan. Meningkatkan keterampilan dan
pengetahuan perempuan di lingkungan Inspektorat, sehingga mereka lebih

berdaya secara ekonomi dan sosial.

2. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Kota Surabaya berperan
dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengedukasi anggota
tentang pentingnya peran perempuan dalam menjaga keseimbangan antara
tanggung jawab keluarga dan karier. DWP Inspektorat Kota Surabaya dapat
mengadakan program-program yang berfokus pada kesehatan keluarga,
seperti seminar tentang kesehatan reproduksi, pola asuh anak, dan
pengelolaan keuangan keluarga yang responsif gender. Kegiatan yang
diadakan DWP Inspektorat Kota Surabaya tersebut bermanfaat dalam
memberikan dukungan kepada perempuan untuk menciptakan keluarga

yang harmonis dan sejahtera.

3. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

DWP Inspektorat Kota Surabaya mendorong keterlibatan perempuan dalam
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C.

pengambilan keputusan di lingkungan Inspektorat dengan mempromosikan
partisipasi aktif perempuan dalam berbagai kegiatan organisasi.

DWP Inspektorat Kota Surabaya menyelenggarakan forum-forum diskusi di
mana perempuan dapat berpartisipasi dalam memberikan ide dan masukan
yang relevan terhadap kebijakan organisasi. Hal ini mendorong peningkatan
peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di

lingkungan kerja, sehingga tercipta kesetaraan gender.

4. Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kerja
DWP Inspektorat Kota Surabaya membantu  mempromosikan
Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Inspektorat dengan
mendorong kebijakan yang responsif gender dan memastikan pelaksanaan
kesetaraan gender dalam kebijakan dan program kerja misalnya dalam
menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung
kesetaraan gender di lingkungan kerja, seperti pemberian cuti melahirkan,
ruang laktasi, dan fleksibilitas jam kerja. Hal ini membantu menciptakan
lingkungan kerja yang inklusif dan ramah gender, sehingga perempuan
dapat bekerja dengan lebih nyaman dan produktif.
Dengan fungsi-fungsi tersebut, DWP Inspektorat Kota Surabaya berperan
penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan, baik dalam lingkup
keluarga, lingkungan kerja, maupun dalam partisipasi sosial, sehingga

kesetaraan gender dapat terwujud secara lebih baik.

Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan di Inspektorat
Inspektorat Kota Surabaya dapat berperan dalam pencegahan kekerasan
terhadap perempuan melalui berbagai langkah strategis, terutama dalam
pengawasan, evaluasi kebijakan, dan koordinasi dengan instansi terkait.
Berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan :
1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan
- Inspektorat dapat memastikan bahwa kebijakan perlindungan
perempuan, termasuk program pencegahan kekerasan berbasis gender,
diterapkan dengan baik oleh Perangkat Daerah terkait. Ini termasuk
memantau implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur
tentang perlindungan perempuan dan anak di Surabaya.
- Melakukan audit kinerja terhadap dinas terkait untuk mengevaluasi
apakah program yang dijalankan sesuai dengan standar dan benar-benar

efektif dalam melindungi perempuan dari kekerasan.

17



2. Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Program Pengawasan

Memastikan bahwa perspektif gender selalu diintegrasikan dalam setiap
kebijakan dan program pemerintah yang diawasi oleh Inspektorat. Hal ini
untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan perempuan diakomodasi
dengan baik, termasuk perlindungan dari kekerasan fisik, seksual, dan
psikologis.

Mendorong penerapan gender-responsive budgeting (penganggaran
yang memperhatikan aspek gender) untuk mendukung program-program

yang bertujuan mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

3. Sosialisasi dan Edukasi Internal

Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai Inspektorat terkait
isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk hukum-hukum yang
berlaku, mekanisme pengaduan, dan langkah-langkah pencegahan yang
dapat diambil di lingkungan pemerintahan.

Membentuk tim internal yang bertugas untuk memberikan penanganan
khusus jika ada kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja,
memastikan bahwa setiap pegawai perempuan mendapatkan

perlindungan yang layak.

4. Pengawasan dan Penegakan Disiplin di Internal Pemerintah

Mengawasi perilaku pegawai negeri dan pejabat pemerintahan di
Surabaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan di
lingkungan kerja. Inspektorat dapat menindaklanjuti laporan atau indikasi
pelanggaran terkait pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan
dengan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Menerapkan aturan zero tolerance terhadap kekerasan dan pelecehan
seksual di lingkungan pemerintahan, serta memastikan lingkungan kerja

yang aman dan inklusif bagi perempuan.

Dengan peran pengawasan, pemantauan, dan pembinaan, Inspektorat

dapat berkontribusi besar dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan

di Kota Surabaya serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi

perempuan.

Ketersediaan layanan bagi Perempuan dan anak di Inspektorat Kota

Surabaya

Ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak di Inspektorat Kota
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Surabaya bisa mencakup berbagai program dan fasilitas yang mendukung hak

dan perlindungan perempuan serta anak di lingkungan pemerintahan, di

antaranya :

1. Layanan Pengaduan Kekerasan :

Inspektorat dapat menyediakan layanan pengaduan internal bagi
pegawai perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau
diskriminasi di lingkungan kerja. Layanan ini dapat memfasilitasi
pelaporan yang aman dan rahasia untuk kasus kekerasan berbasis
gender.

Pegawai yang menjadi korban bisa mengajukan laporan yang akan
ditindaklanjuti oleh Inspektorat sesuai dengan aturan disiplin PNS dan

aturan yang berlaku di pemerintahan.

2. Pusat Konsultasi dan Pendampingan :

Inspektorat dapat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana (DP3APPKB) atau unit layanan sejenis untuk
memberikan pendampingan kepada pegawai perempuan dan anak yang
membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk psikologis, hukum, maupun

sosial.

3. Sosialisasi dan Pelatihan Kesetaraan Gender :

Inspektorat dapat menyelenggarakan sosialisasi program-program
pemerintah yang mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak kepada seluruh pegawai. Sosialisasi
ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya
menciptakan lingkungan kerja yang aman, bebas dari diskriminasi, dan

kekerasan.

4. Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak :

Inspektorat memiliki peran dalam monitoring dan evaluasi program-
program pemerintah kota yang berfokus pada perlindungan perempuan
dan anak, memastikan bahwa program tersebut berjalan efektif dan
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Evaluasi ini meliputi pengawasan terhadap OPD yang terlibat dalam
penanganan perempuan dan anak, termasuk memastikan ketersediaan

layanan bagi korban kekerasan.
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e.

Dengan adanya layanan-layanan ini, Inspektorat Kota Surabaya berperan
penting dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
baik di internal organisasi maupun dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah

yang lebih luas.

Ketersediaan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga
Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas di lingkungan Inspektorat
Kota Surabaya dijalankan oleh Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota
Surabaya yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan
mengedukasi anggota tentang pentingnya peran perempuan dalam menjaga
keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karier. Dharma Wanita
Persatuan Inspektorat Kota Surabaya dapat mengadakan program-program
yang berfokus pada kesehatan keluarga, seperti seminar tentang kesehatan
reproduksi, pola asuh anak, dan pengelolaan keuangan keluarga yang
responsif gender. Hal ini dapat memberikan dukungan kepada perempuan

untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Ketersediaan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga

Salah satu implementasi yang dilakukan untuk peningkatan kualitas
keluarga dengan membentuk Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota
Surabaya yang merupakan wadah aspirasi, kreasi dan kemandirian yang
diharapkan mampu memberikan esensi positif dalam kehidupan

bermasyarakat.

Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender

Inspektorat Kota Surabaya dapat mendukung ketersediaan layanan bagi
keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui berbagai inisiatif dan
fasilitas yang ramah keluarga dan berorientasi pada keseimbangan peran laki-
laki dan perempuan lewat layanan peningkatan kualitas keluarga yang tertuang
dalam program-program kerja Dharma Wanita Inspektorat dan Inspektorat Kota
Surabaya sendiri sebagai instansi pengawas. Hal ini menciptakan lingkungan
yang lebih inklusif dan mendukung keseimbangan peran antara perempuan dan

laki-laki, baik di ranah domestik maupun profesional.
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h. Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan

perspektif gender
Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan

perspektif gender oleh Inspektorat Kota Surabaya dapat mencakup
pengawasan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di
wilayah kota yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Berikut
adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh Inspektorat dalam
mendukung program pembangunan berbasis wilayah dengan perspektif
gender:
1. Audit dan Pengawasan Pembangunan Berbasis Kewilayahan

Program ini memastikan bahwa program pembangunan di seluruh
wilayah Kota Surabaya sudah mengintegrasikan prinsip kesetaraan
gender. Ini mencakup infrastruktur, pelayanan publik, dan akses ekonomi
bagi perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Program ini dilaksanakan antara lain dengan melakukan audit kinerja
atas program pembangunan yang diterapkan oleh kecamatan, kelurahan,
dan unit lain di wilayah Surabaya, untuk memastikan bahwa program
tersebut memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Memonitor alokasi anggaran berbasis gender di tingkat wilayah,
memastikan bahwa program-program pembangunan memberikan
perhatian pada kebutuhan perempuan, seperti fasilitas umum yang ramah

anak dan perempuan (misalnya, ruang laktasi di fasilitas umum).

2. Pengawasan Program Infrastruktur Responsif Gender

Program ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pembangunan
infrastruktur di tingkat wilayah mempertimbangkan kebutuhan spesifik
perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Implementasi atas program ini antara lain dengan mengawasi proyek
pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang
memastikan aksesibilitas bagi semua kelompok, termasuk perempuan,
anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Melakukan audit terhadap ruang publik yang ramah gender, seperti
taman kota yang dilengkapi dengan fasilitas ramah anak dan ruang aman

bagi perempuan.

3. Kolaborasi dengan OPD Lain untuk Implementasi PUG di Wilayah

Memastikan kerja sama antara Inspektorat dan Organisasi Perangkat
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Daerah (OPD) terkait untuk memperkuat pengawasan program berbasis

kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender.

Berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana (DP3APPKB) serta Bappedalitbang Kota Surabaya untuk
memastikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat
wilayah sudah responsif gender. Mengadakan diskusi dan forum evaluasi
berkala dengan kecamatan dan kelurahan untuk membahas kemajuan dan
tantangan dalam penerapan pembangunan responsif gender.

Dengan program-program ini, Inspektorat Kota Surabaya dapat membantu
memastikan bahwa pembangunan di wilayah kota dilakukan secara adil dan
inklusif, memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki, serta
mendukung tercapainya kesetaraan gender dalam setiap aspek kehidupan.

Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Internal Inspektorat
Kota Surabaya dan jejaring
Sampai dengan Juni 2024, tidak ada kasus kekerasan terhadap

perempuan yang tercatat pada data di Inspektorat Kota Surabaya.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender
Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender di Inspektorat
Kota Surabaya sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif
dan ramah bagi semua pegawai, baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa
bentuk sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh Inspektorat Kota
Surabaya untuk mendukung kesetaraan gender mencakup:
1. Fasilitas Toilet yang Inklusif
Menyediakan toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan serta
memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas toilet
yang inklusif dapat mendukung kebutuhan khusus pegawai perempuan
dan laki-laki secara adil.
Fasilitas ini bermanafaat memberikan kenyamanan dan privasi bagi
seluruh pegawai, termasuk kebutuhan perempuan seperti sanitasi yang

memadai.
2. Ruang Beribadah atau Musholla

Dalam perspektif responsif gender, ruang ibadah memiliki peran

penting untuk memastikan kesetaraan akses dan kenyamanan bagi semua
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pengguna, baik laki-laki maupun perempuan, serta memperhatikan
kebutuhan khusus dari masing-masing kelompok.

Ruang ibadah responsif gender ini dilengkapi dengan fasilitas yang
mendukung kebutuhan khusus perempuan, seperti area untuk wudhu
dengan penutup privasi serta ruang ganti bagi perempuan yang
membutuhkan. Fasilitas ini memastikan bahwa perempuan dapat
beribadah tanpa merasa terganggu atau terbatas oleh keterbatasan

infrastruktur.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sangat penting dalam

menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

Di Inspektorat Kota Surabaya, sarana dan prasarana yang mendukung

keselamatan dan kebersihan dapat mencakup:

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Menyediakan APAR di tempat-tempat strategis di seluruh kantor
Inspektorat untuk menghadapi keadaan darurat kebakaran yang
memungkinkan penanganan cepat saat kebakaran skala kecil terjadi,
sehingga mencegah penyebaran api dan meminimalkan risiko kerugian
material atau korban jiwa.

b. Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi
Menyediakan titik kumpul yang jelas dan jalur evakuasi yang aman serta
dilengkapi dengan petunjuk arah evakuasi untuk digunakan dalam
keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi. Jalur evakuasi
yang aman dan titik kumpul yang ditentukan akan mempermudah
evakuasi seluruh pegawai dengan cepat dan teratur, mengurangi
kepanikan dan risiko cedera dalam situasi darurat.

c. Tempat Sampah
Menyediakan tempat sampah yang terpisah untuk sampah organik,
anorganik, dan bahan berbahaya di seluruh area kantor.untuk
mendukung kebersihan lingkungan kerja dan memfasilitasi pengelolaan
sampah secara efektif dan ramah lingkungan. Pemisahan sampah juga
mendukung program daur ulang dan pengurangan limbabh.

Dengan adanya sarana dan prasarana penunjang ini, Inspektorat Kota

Surabaya dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, teratur,

dan mendukung kenyamanan serta kesehatan seluruh pegawai.

23



4. Ruang Konsultasi dan Konseling
Inspektorat Kota Surabaya menyediakan ruang konseling yang
responsif gender untuk membantu pegawai di lingkungan Inspektorat
sendiri dan juga pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk
menangani masalah pekerjaan atau keluarga yang memerlukan dukungan
psikologis, terutama terkait keseimbangan antara kehidupan pribadi dan

karier.

k. Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal Inspektorat dan
jejaring
Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilakukan oleh
Inspektorat Kota Surabaya kepada internal Inspektorat bertujuan untuk
memastikan bahwa kesetaraan gender menjadi bagian integral dalam setiap
proses, kebijakan, dan program kerja di lingkungan Inspektorat. Program

pembinaan PUG dapat dilakukan melalui berbagai langkah berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi tentang PUG

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh
pegawai Inspektorat mengenai konsep dasar pengarusutamaan gender,
pentingnya kesetaraan gender dalam pekerjaan, serta dampak positif
penerapannya di lingkungan kerja.

Kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan menyelenggarakan
workshop, seminar, dan pelatihan terkait PUG, yang memberikan
pemahaman mendalam tentang pengintegrasian perspektif gender dalam
tugas pengawasan dan audit. Mengundang ahli atau narasumber yang
kompeten di bidang kesetaraan gender untuk memberikan edukasi bagi

pegawai Inspektorat.

2. Penyusunan Kebijakan Internal yang Responsif Gender
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan
internal di Inspektorat memperhatikan prinsip kesetaraan gender.
Penyusunan  kebijakan internal yang responsif  gender
mengintegrasikan prinsip-prinsip gender dalam kebijakan pengelolaan
SDM, seperti rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier pegawai.
Mendorong kebijakan yang ramah perempuan, termasuk cuti
melahirkan, fleksibilitas jam kerja bagi pegawai yang memiliki tanggung

jawab pengasuhan anak, dan cuti paternitas bagi pegawai laki-laki.

24



Penyusunan dan Pengawasan Program yang Responsif Gender

Penyusunan dan Pengawasan Program yang Responsif Gender
mendorong agar setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh
Inspektorat, termasuk dalam tugas pengawasan, mengedepankan
perspektif gender. Menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dalam
setiap perencanaan program Inspektorat, yang memungkinkan untuk
mengidentifikasi isu-isu gender dalam pelaksanaan program pengawasan
dan audit.

Melakukan evaluasi program internal dengan mempertimbangkan
dampak kebijakan dan program terhadap kesetaraan gender di lingkungan

kerja.

Pelatihan PUG untuk Pegawai Pengawas dan Auditor

Pelatihan PUG bertujuan untuk membekali auditor dan pengawas
Inspektorat dengan keterampilan untuk mengintegrasikan analisis gender
dalam proses pengawasan dan audit. Melakukan pelatihan khusus untuk
pegawai pengawas tentang bagaimana mengidentifikasi ketimpangan
gender dalam program-program pemerintah yang diawasi. Menyusun
laporan evaluasi yang memperhatikan kesetaraan gender, terutama dalam
program-program pemerintah yang berdampak pada perempuan dan

kelompok rentan.

Monitoring dan Evaluasi Penerapan PUG di Internal Inspektorat
Inspektorat berperan penting dalam mengevaluasi Perencanaan dan

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di setiap Perangkat Daerah

(PD). Tugas Inspektorat dalam evaluasi PPRG meliputi beberapa aspek

penting, sebagai berikut:

a) Pemeriksaan kesesuaian perencanaan program dengan perspektif
gender dengan mengkaji apakah perangkat daerah sudah menyusun
Gender Analysis Pathway (GAP) untuk setiap program yang
berdampak pada kebutuhan laki-laki, perempuan dan kelompok rentan
secara adil.

b) Evaluasi Gender Budget Statement (GBS) untuk memastikan bahwa
anggaran yang dialokasikan untuk program responsif gender sudah
mencerminkan penganggaran yang adil dan seimbang antara laki-laki
dan perempuan.

c) Rekomendasi perbaikan dalam PPRG dengan memberikan saran dan
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3.3

3.4

rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan
penganggaran responsif gender di perangkat daerah berdasarkan
hasil audit dan evaluasi, untuk membantu perangkat daerah
mengoptimalkan pelaksanaan PPRG.

d) Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PPRG dengan menyusun laporan
evaluasi kinerja PPRG secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
perangkat daerah. Insepktorat menilai capaian dan dampak dari
program responsif gender yang dilaksanakan oleh perangkat daerah,
termasuk keberhasilan dalam mencapai indikator kesetaraan gender.
Melalui tugas-tugas ini, Inspektorat berperan memastikan bahwa

perangkat daerah telah melaksanakan PPRG dengan baik dan

mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam setiap kebijakan,
program, dan penganggaran. Hal ini penting untuk mewujudkan

pembangunan yang inklusif dan adil bagi semua kelompok masyarakat.

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijkan terkait Pemantauan dan Evaluasi Pengarustamaan Gender (PUG)
yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Surabaya teruang dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Inspektur
Nomor 411.44/1919/436.6/2020 tentang Pedoman Pengawasan atas Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

Evaluasi atas pelaksanaan PPRG tahun anggaran 2023 pada seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan sesuai
Surat Perintah Inspektur Kota Surabaya yaitu dari 3 April 2024 s/d 20 April 2024.

Hasil monev PUG : HASIL MONEV PUG

Pengawasan

Dalam pengarustamaan gender Inspektorat Kota Surabaya berperan
menjalankan pengawasan dan evaluasi atas implementasinya dalam program-
program di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dari evaluasi yang telah
dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Surabaya tersebut, Perangkat Daerah telah
menyusun Gender Budget Statement (GBS) sejumlah 539 GBS dengan total
anggaran responsif gender sebesar Rp 5.922.227.535.363,00 dan mendasari
penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2023. Program/kegiatan yang

dilengkapi dengan lembar GBS sebagian besar merupakan program dan kegiatan
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3.5

prioritas dalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-

2026.

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, rekomendasi Inspektorat Kota Surabaya
atas penyelenggaraan pengarustamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya adalah sebagai berikut :

a. Dalam penyusunan Dokumen PPRG Perangkat Daerah tetap berpedoman
pada ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Perangkat Daerah yang realisasi output kegiatannya belum tercapai untuk
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga mampu mencapai
target yang diharapkan.

c. TAPD supaya memberikan dukungan pendanaan anggaran atas program dan

kegiatan prioritas yang responsif gender.

Pelaporan

Pelaporan Pengarusutamaan Gender mengacu pada Surat Keputusan
Inspektur Kota Surabaya Nomor 700/263/436.6/2023 tentang Tim Focal Point
Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Kota Surabaya Tahun 2023 di
Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya. Pelaporan Pengarusutamaan Gender
diimplementasikan dalam bentuk Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG) yang terdiri atas GAP, GBS dan TOR beserta Profil
Gender Inspektorat Kota Surabaya.
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BAB IV
TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA
SURABAYA

4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)

METHOD

Belum Terintegrasinya
PUG dalam Metode
Audit dan Pengawasan

Kurangnya data terpilah
gender dalam audit dan
evaluasi

Pemahaman yang
Belum Merata tentang
PUG

Tingkat kesadaran isu
pengarustamaan gender
yang masih rendah

Tantangan
Inspektorat Kota
Surabaya dalam

implementasi

Pengarusutamaan

Gender (PUG)

Minimnya data gender sebagai
alat pengawasan dan evaluasi

Keterbatasan Fasilitas
Pendukung PUG

Keterbatasan anggaran
untuk program
pengarustamaaan gender

Kurangnya dukungan
masyarakat terkait
pengarustamaan gender

Budaya Patriarki yang
Masih Ada di Organisasi
Prioritas anggaran pada program
urgent terkait fisik dan langsung
berdampak di masyarakat

Resistensi masyarakat
terhadap perubahan sosial
yang dapat menghambat pug

MARKET

Kesadaran tentang
PUG yang Rendah

ENVIRONMENT

4.2 Kesimpulan

a. Perlunya memperbanyak pelatihan dan pemahaman tentang isu gender di
antara pegawai Inspektorat Kota Surabaya agar tingkah kemampuan dalam
mengintegrasikan perspektif gender dalam pengawasan meningkat.

b. Perlunya dukungan yang tak terbatas atas kebijakan yang mendukung
Pengarusutamaan Gender

c. Perlunya alokasi anggaran untuk program-program yang berorientasi pada
gender dan pengembangan responsif gender sehingga implementasi program
lebih optimal

d. Peningkatan kesadaran masyarakat akan isu gender sehingga akan
berdampak pada keberhasilan program

e. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai untuk menilai
dampak dari program Pengarusutamaan Gender

f.  Meningkatkan koordinasi antara Insepktorat Kota Surabaya dengan lembaga
pemerintah lainnya dalam mengimplementasikan program pengarustamaan

gender
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4.3

Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

Yang sudah dilaksanakan:

a.

Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
pentingnya Pengarusutamaan Gender

Membentuk sistem monitoring yang kuat untuk mengukur efektivitas dari
program yang telah dilaksanakan

Alokasi anggaran untuk program-program yang berorientasi pada gender
Melakukan review dan perbaikan terhadap kebijakan agar lebih responsif
gender dengan melakukan panduan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman pegawai

tentang isu gender

Rekomendasi /saran:

a.

Penguatan pendidikan dan pelatihan terkait perspektif gender untuk seluruh
pegawai Inspektorat Kota Surabaya termasuk bekerjasama dengan organisasi
masyarakat sipil

Komitmen anggaran yang berkelanjutan dengan memastikan adanya anggaran
yang tepat untuk program-program gender, dengan penilaian berkala terhadap
penggunaan anggaran tersebut

Menyusun kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam mengintegrasikan aspek
gender ke dalam semua kebijakan dan program

Implementasi sistem monitoring yang efektif dengan membuat indikator yang
jelas dan dapat diukur untuk menilai dampak dari setiap program yang

dilaksanakan, serta menggunakan data untuk perbaikan berkelanjutan
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BAB V

INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER
EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS

KELUARGA

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Inspektorat Kota Surabaya

yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain :

a.

E-Audit
E-audit mendukung pengarusutamaan gender dengan menyediakan platform
pengawasan yang transparan dan akuntabel. Sistem ini memungkinkan
pemantauan anggaran responsif gender, memastikan program yang adil untuk
semua kelompok. Dengan fitur monitoring dan evaluasi, E-Audit juga membantu
mengidentifikasi dan memperbaiki kebijakan publik agar lebih inklusif gender. Situs
ini memudahkan Inspektorat dalam mendorong keterbukaan informasi,
mendukung kesetaraan akses, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan
program responsif gender di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
E-Audit ini menjadi penting karena tingginya beban pekerjaan dan entitas yang
diperiksa dengan kondisi SDM terbatas, data masih dalam bentuk fisik, jarak obyek
pemeriksaan yang berjauhan sehingga waktu untuk pemeriksaan berkurang untuk
perjalanan, verifikasi data Laporan Hasil Pemeriksaan belum dilakukan secara
elektronik sehingga masih tergantung pada dokumen fisik, data yang tidak
terintegrasi karena masih mengandalkan Microsoft Office dengan berkas fisik
sebagai arsip, dan pemilihan kode temuan pemeriksaan antar auditor yang satu
dengan yang lain tidak seragam.

Sistem Informasi Pengawasan terintegrasi berbasis elektronik E-Audit berisi antara

lain :

1. SIGAP : Sistem Informasi Pengawasan Disiplin Pegawai merupakan Sistem
Informasi Pencatatan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Kota Surabaya
Program kerja pengawasan tahunan

3. Pendampingan dan Reviu : Pendampingan dan reviuyang dilakukan Auditor
untuk menjembatani maksud dan tujuan terhadap data atau dokumen

pendukung dalam melakukan audit.

30



10.

MCP KPK-RI : MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK-RI merupakan
fitur untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi
melalui perbaikan tata kelola pemerintahan

Unit Pengendalian Gratifikasi : Unit yang bertanggung jawab untuk
menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) : Rangkaian
sistematik, alat prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan  kinerja pada instansi  pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) : Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP),Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manajemen Risiko : manajemen risikountuk mengidentifikasi, menilai,
mengelola, dan mengendalikan risiko kecurangan sehingga dapat
meminimalisir terjadinya kecurangan.

Zona Integritas : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
diLingkungan PemerintaH

Risiko Fraud : mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko kecurangan

dalam organisasi.

WBS (Whistleblowing System)

Whistleblowing System (WBS) yang merupakan aplikasi untuk penyampaian

pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang

melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya

bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang

dilaporkannya. Aplikasi pengaduan ini dibentuk sebagai upaya penurunan angka

pelanggaran disiplin yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya melalui

upaya tindak lanjut penanganan pengaduan.
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Lampiran
1. SK PUG Inspektorat Kota Surabaya SK TIM FOCAL POINT

2. Foto/Dokumentasi Kegiatan responsif gender Inspektorat Kota Surabaya

o Persiapan Reviu Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG) Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan menghadirkan Dr. Tri Soesantari,
Dra., MSi. dari Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Airlangga
sebagai Narasumber

e Internalisasi PUG (Capacity Building Pengarusutamaan Gender dan
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ) Perangkat Daerah Tahun
2024

o Diklat Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif
Gender (PUG-PPRG) Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 yang
diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Surabaya bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Jawa Timur bertempat di Convention Hall Lantai 4
Gedung SIOLA JI. Tunjungan No. 1 Surabaya

e Inspektorat Kota Surabaya bersama Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan (BPKP) serta beberapa Perangkat Daerah lainnya yaitu Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas
Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam melanjutkan kegiatan FGD Praktik Baik Tata Kelola
Pemerintah Daerah pada Kota Surabaya hari kedua
Fokus pembahasan pada FGD ini adalah Upaya Pemerintah Kota Surabaya
dalam Mengurangi Pengangguran Terbuka.

o Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya menyelenggarakan
pertemuan rutin dan silaturahmi para anggota bekerja sama dengan She Radio
(@sheradiofm), Hotel Midtown Surabaya (@midtownsurabaya) dan Rumah
Sakit Darmo (@rs_darmo). Rangkaian acara tersebut antara lain Cooking Class

oleh Chef Sandy dari Hotel Midtown Surabaya, Talkshow Kesehatan Wanita
oleh dr. Mia Puspitasari dari RS Darmo dan Seminar Kelas Fotografi oleh Bapak
Anton Kusnanto.

¢ Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya
bekerjasama dengan Spektra melaksanakan kegiatan Pelatihan Make Up Artist
(MUS) bagi lulusan SMA/SMK sederajat dan Perempuan berpenghasilan
rendah di Kota Surabaya.

¢ Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam audit kinerja penanganan

kemiskinan, Inspektorat Kota Surabaya melaksanakan konsultasi dan
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bimbingan teknis dengan Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Prov. Jawa Timur

Inspektorat Kota Surabaya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPKP
Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait pelaksaan audit ketaatan sektor
penanganan inflasi daerah pada hari Senin (8/7/2024) di Kantor BPKP
Perwakilan Provinsi Jawa Timur, JI. Raya Bandara Juanda No.38.

Inspektorat Kota Surabaya mengikuti Diklat Pengarusutamaan Gender dan
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PUG-PPRG) Pemerintah Kota
Surabaya Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya bekerjasama dengan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.
Inspektorat Kota Surabaya melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Perwakulan Provinsi Jawa Timur terkait
Penyusunan Kertas Kerja Audit Tematik Stunting. Acara ini dilaksanakan di
Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo

Ketua Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya Ibu Nurlia Saliy
R.Basari bersama Ketua Bidang Ekonomi Dharma Wanita Persatuan
Inspektorat Kota Surabaya Ibu Deasy Nenny Tatang Imawan dan Ketua Bidang
Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya lbu Malihatul
Adawiyah Sjahfriel Iman mengikuti acara "Line Dance Bareng Nang Tunjungan”
di Area Car Free Day (CFD) JI. Tunjungan. Acara ini diselenggarakan oleh ULD
Cabang Surabaya dalam memperingati HIKS ke 731. Turut hadir Bapak Eri
Cahyadi Walikota Surabaya dan Ibu Rini selaku pelindung D'ULD Kota
Surabaya. Acara ini mengajak masyarakat Surabaya untuk aktif menjaga
kebugaran dangan berolahraga. Selain kegiatan utama line dance bareng,
acara ini juga melibatkan UMKM untuk mendukung pengembangan ekonomi
kreatif.

Inspektorat mengikuti Desk Pendataan Pendapatan dan Intervensi Keluarga
Miskin di Ruang Rapat Majapahit Kantor Bappedalitbang. Kegiatan ini bertujuan
untuk memfinalisasi data keluarga miskin di Kota Surabaya.

Inspektorat Kota  Surabaya  Melaksanakan Rapat Pembahasan
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Surabaya

Inspektorat Kota Surabaya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakulan Provinsi Jawa Timur melakukan Rapat Koordinasi
terkait Penyusunan Kertas Kerja Audit Tematik Stunting

Inspektorat Kota Surabaya berpartisipasi dalam Garage Day dan Bazar

Sembako Ramadan. Kegiatan tersebut serentak dilaksanakan di 31 kecamatan
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dan dipusatkan di Kantor GOW, Jalan Tambaksari No 11 A, Kota Surabaya.
Kegiatan Garage Day dan Bazar Sembako ini menyasar kepada sekitar 6.000
keluarga miskin.

Inspektorat Kota Surabaya berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Jepara,
Kecamatan Bubutan membahas evaluasi pekerjaan pembangunan jalan paving
dan saluran yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Jeparan pada Tahun
Anggaran 2023. Evaluasi ini dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP Kota
Surabaya untuk menjamin pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan. Penyediaan prasarana di lingkungan permukiman yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi kesejahteraan masyarakat.

Inspektorat mengawal perencanaan dan pelaksanaan program Beasiswa
Pemuda Tangguh dengan Instansi terkait.

Inspektorat berperan dalam pembahasan Penyelesaian Permasalahan Tanah
Aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di JI. Tambak Osowilangun No.
1 Surabaya. Melalui rapat ini, Inspektorat membahas secara cermat dan
memberikan pandangan terkait pengelolaan aset pemerintah kota untuk
memastikan pemanfaatannya yang optimal demi kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat.

Inspektorat Kota Surabaya menangani pengaduan terkait Korupsi dan
Pungutan Liar.

Inspektorat Melakukan pendampingan dalam pemeriksaan oleh BPK terhadap
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan pada
pekerjaan pemeliharaan rumah susun di Waru Gunung. Hal ini untuk menjamin
pelaksanaan pekerjaan dapat memenuhi penyediaan rumah layak huni bagi
warga kota Surabaya, terutama dari keluarga miskin.

Inspektorat melakukan pendampingan dalam pemeriksaan oleh BPK terhadap
penyediaan permakanan bagi warga kota Surabaya di wilayah Kelurahan Waru
Gunung. Program Permakanan merupakan program pemberian makanan
bergizi gratis dari Pemerintah Kota Surabaya kepada warga lansia, difabel dan
keluarga miskin sebagai salah satu aksi di dalam penanggulangan kemiskinan
di kota Surabaya.

Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya mengadakan rapat
internal pengurus dengan memperkenalkan Ketua Bidang Pendidikan yaitu Ibu
Pramudya Aria Linda, S. Pd. Andy Prihandoko dan Ketua Bidang Sosial Budaya
yaitu Ibu Malihat Adawiyah, S. Ag. Sjahfriel Iman. Pada pertemuan kali ini

Pengurus Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya membahas
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terkait Program Kerja Tahun 2024.
LINK KEGIATAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER

Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk
Masyarakat yg dihasilkan selama 1 -2 tahun terakhir
KEGIATAN RESPONSIF GENDER
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https://drive.google.com/drive/folders/1HkHxp0PKnddjurpHQtSFuyQTkrbshI7g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HkHxp0PKnddjurpHQtSFuyQTkrbshI7g?usp=sharing

BAB VI
PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF
GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK”
ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan
gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan
profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja
serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan
panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu,
kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam
upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah
terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam
penyusunan dokumen ini. Semoga profil Pengarustamaan Gender Inspektorat Kota
Surabaya Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat
Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya
yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak
Anak Tahun 2024
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